'-fn"ﬂ

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /; pIVI.OZIHKIZOZZ

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR : G/209/VI.02/HK/2021 TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA SAUDARI FIYANTI MALA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 250 K/TUN/2022 atas Perkara Kasasi Tata
Usaha Negara yang menyatakan bahwa Mengabulkan
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mencabut
Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2
G/209/VI1.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021 tentang
Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada
Saudari Fiyanti Mala;

. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah tanggal 17 November 2022
yang menyatakan untuk melakukan Pencabutan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah
Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Pencabutan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/209/VI.02/HK/2021 tentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

SNALON -

5 11

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain;

1. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250
K/TUN/2022 atas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara;

2. Berita Acara Rapat Hasil Putusan Mahkamah Agung Atas
Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Fiyanti Mala Terhadap
Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
G/209/VI.02/HK/2022 tentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR -
G/209/VI.02/HK/2021 TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA
SAUDARI FIYANTI MALA.

Mencabut Keputusan  Gubernur Lampung Nomor :
G/209/VI1.02/HK/2021 tentang Pembebanan Penggantian
Kerugian Daerah Sementara Kepada Saudari Fiyanti Mala dan
akan menerbitkan kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur
Lampung Nomor : G/209/VI.02/HK/2021 tentang tentang
Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara Kepada
Saudari Fiyanti Mala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
sampai ditentukan kembali Surat Keputusan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketetapan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 250 K/TUN/2022
atas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara, kemudian akan
ditetapkan kembali sesuai dengan mekanisme dan prosedur
sesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal /= f/.— . 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

\—W

ARINAL DJUNAIDI

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Ketua BPK RI di Jakarta;

Ketua MPPKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Ketua TPKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Direktur RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung. ’






